BUPATI KEPULAUAN ARU
FROVINS] MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 422/228 TAHUN 2016

TENTANG

[ZIN OPERASIONAL SEXOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2

Menimbang

Mengingat

KELAUTAN DAN PERIKANAN BENJINA KECAMATAN
ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- bahwa unituk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182
avat (2) Bab Xl Peramuran Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubshan Atas Peraturan Pemerintah Nomaor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
lzin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Kelautan dan Perikanan Benjina Kecamatan Aru Tengah
Kabupaten Kepulauan Aru;

1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomer 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

3, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provins: Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antawra Pemerintah Pusatl dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 HNomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah heberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor § Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5679];

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 71,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496};

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Keta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Memperhatikan

Menctapkan

KESATU

S, Peraturan Pemerintal homo? 1 lanun SUVS LETITatg
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ir.donesia Nomor 474 1);

10, Peraturan Pemerintah Nomeor 66 Tghun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturar Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelclaan dan Penyelenggaraas
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5157);

11.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12.Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomorlo
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru;

Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomer 425/183 Tahun

2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 2 Kelautan dan Perikanan Benjina Kecamatan Aru

Tengah;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DBUPATI TENTANG 1ZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KELAUTAN
DAN PERIKANAN BENJINA KECAMATAN ARU TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

- Menetapkan lzin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 2 Kelautan Dan Perikanan Benjina Kecamatan Aru
Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum
dalam lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
ﬂari Keputusan ini;



T e T P
T
B

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Izin Operasional sebagaimans dimaksud pada Diktum

KESATU diberikan kepada Seckolabh Menengah Kejuruan
Negeri 2 Kelautan dan Perikapan Benjina Kecamatan Aru
Tengali Kabupaten Kepulavan Aru untuk menjarnin
keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada sckolah

rersebut;

- Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan :ni

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2016;

- Keputusann ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila’ di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakean perbaiken sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Dobe
pada tanggal |5 jelt Jet
BUPATI KEPULAUAN ARU,

o

JOHAN GONGA
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